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ABSTRAK

Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala
Desa dalam menjalankan roda pemerintahan serta menyusun
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekertaris Desa dalam
bentuk pelaksanaan unsur kewilayahan di Desa. Dalam hal ini Kepala
Desa bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam proses
pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa seperti yang tertera
dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa yang memiliki persyaratan umum dan khusus. Namun
sesuai dengan data lapangan yang ada di Desa Taman Jaya Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara baik proses
pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa ini hanya
formalitas saja, hendaknya Kepala Desa baik dalam pengangkatan
maupun pemberhentian perangkat Desa harus secara professional,
benar, jujur, adil dan dapat lebih memahami peraturan yang telah
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a).
Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan.Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara? b). Bagaimana
Analisis Hukum Islam_Tentang Pengangkatan dan~Pemberhentian
Perangkat Desa, di,Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara?.. Adapun tujuan-penelitian ini adalah agar
mengetahui sejauh mana analisis Hukum Islam tentang implementasi
peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara.

Untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriftif atau yang sering disebut
juga dengan penelitian lapangan (Field Reaserch) yang data-datanya
merupakan data primer dan sekunder yang diambil dari obserfasi
langsung, wawancara, menganalisis dan menarik kesimpulan dari
proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian a). Kepala Desa belum
sepenuhnya menerapkan, menjalankan dan memahami peraturan



sehingga dalam pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa
belum efektif dan masih mengutamakan kepentingan pribadi. b).
Pandangan hukum islam tentang pengangkatan dan pemberhentian
perangkat Desa di Desa Taman Jaya Kecamatan kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara dinilai belum sesuai dengan nilai-nilai
ajaran dalam Islam. Masih nampak ketidakadilan ditengah
masyarakatnya yaitu masih terjadi nepotisme dan tidak bersifat jujur
dan transparan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian
perangkat Desa.
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Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata : "Kalian
adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan
akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri
adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah
pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai
pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu
kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. “(HR. Bukhori)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan
skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri
pendidikan dan kebudayaan RI No0.158 tahun 1987 nomor:
0543/b/uf1987 tentang tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman
sebagaiberikut:
1. KonsonanTunggal

Huruf | Nama Huruf Keterangan
Arab Latin
! Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ 1 Te
& Sa’ S Es (Dengan titik
diatas)
z Jim J Je
z ha h Ha (dengan titik
dibawah)
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Z (dengan titik'diatas)
B Ra’ R Er
D Zai z Zet
o Sin S Es
8= Syin Sy Es dan ye
U Sad S Es (dengan titik
dibawah)
o= Dad D De (dengan titik
dibawah)
Ta’ T Te (dengan titik
dibawah)
L Za’ Z Zet(dengan titik
dibawah)
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik diatas
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
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& Kaf K Ka

J Lam L El

e Min M Em

O Nun N En

3 wawu W We

° ha’ H Ha

. Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

(pinia Ditulis Muta’aqqidin
Bac Ditulis ‘iddah
3. Ta’Marbutah
a. Bila dimatikan tulis
da Ditulis Hibbah
4 Ditulis Jizyah

b. Bila ta’ marbutah hidupatau dengan harakat, fathah, kasrah,

dan dammah ditulis

| TR Ditulis | Zakatulfitri |
4. Vokal Pendek
- Kasrah Ditulis I
_ Fathah Ditulis A
_ Dammah Ditulis U
5. Vokal Panjang
Fathah+alif Ditulis A
Alala Jahiliyyah
Fathah+ya’mati Ditulis A‘_
e Yas‘a
Kasrah+ya’mati - 1
S Ditulis Karim
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Dammah+wawumati - U
! Ditulis _
a9 4 Furad
6. Vokal Rangkap
Fathah+ya’mati Ditulis AiBainakum
Fathah+wawumati Ditulis AuQaulun
Js8

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrof

il Ditulis A’antum
el Ditulis u‘iddat
A SE Ditulis Lainsyakartum

8. Kata Sandang Alif+Lam

a.  Bila diikuti huruf gamariyyah

Ol Ditulis al-Qur’an

bl Ditulis al-Qiyas

b... Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan-huruf |

(el)ynya
| L | Ditulis | as-Sama
| el | Ditulis | asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

g dlls 5 Ditulis Zawial-furad

Al al Ditulis Ahlas-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan guna
mempermudah dan untuk menghindari kesalahpahaman
dalam penulisan skripsi, dibawah ini penulis akan
mendefinisikan kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini
dengan judul : Analisis Hukum Islam Tentang
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Studi Kasus Desa Taman Jaya Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Oleh
karena itu diberikan penjelasan istilah-istilah, sebagai berikut:

Analisis adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan,
perbuatan dan sebagainya) untuk .mengetahui keadaan yang
sebenarnya (sebab™ musabab), “duduk perkaranya dan
sebagainya. Penguraian suatu pokok atas_.berbagai dan
penelaahan bagian itu sendiri_serta hubungan antar bagian
untuk memperoleh‘pengertian yang tepat dan pemahaman arti
keseluruhan. Dapat pula di artikan dengan pemecahan
persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.*

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-
kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah
Rasulullah SAW mengenai tingkah laku mukallaf (orang

! Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2016), 76.
1



yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan
diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.’
Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. artinya
segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai
dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk
kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan. Implementasi menurut Muhammad
Joko Susilo bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan
ide — konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan
praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa
perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2017 adalah peraturan dibawah peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam
Negeri, dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri, dan
disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, aturan inibersifat
mengikat sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Pératuran Pefundang-Undangan.’

Pengangkatan adalah™ suatu” proses, cara, perbuatan
mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai naik
pangkat.’Perangkat’ Desa adalah ‘alat kelengkapan

2 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,
Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, Tahun,
2017, 24.

® Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi
Menejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga
Pendidikan Islam Secara Holistis, (Yogyakarta: Teras, 2012), 189-191.

* Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, 9.

® Peter Salim, M,A., Yunny Salim, b.sc. Kamus Bahasa Indonesia
Kontemporer, (Jakarta: Modern Englis Press, 1991), 322.
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pemerintah Desa yang terdiri atas sekretariat Desa dan
Kepala Dusun.®

Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala
Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa
dapat diberhentikan dengan tiga alasan yaitu meninggal
dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kategori dengan
alasan diberhentikan yaitu meliputi usia telah genap 60 (enam
puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, Berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai Perangkat Desa dan Melanggar larangan
sebagai perangkat Desa.’

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian-pengertian
pada istilah diatas, dapat disimpukan bahwa maksud dari
judul Skripsi ini adalah kajian yang membahas secara jelas
dan rinci mengenai persoalan Analisis Hukum Islam
Terhadap Peran Negara dalam Merealisasikan Peraturan
Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia No 67 Tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri .Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Taman
Jaya Kecamatan Kotabumi  Selatan Kabupaten Lampung
Utara).

B. Latar Belakang Masalah
Kajian figh siyasah terdapat bidang siyasah dustariyyah
yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang
berhubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta

® Alwi, Hasan. Dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), 29.

” Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, 5-7.



kelembaga-lembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.
Dalam figh siyasah jabatan sekretaris dalam pemerintahan
disebut sebagai wazir yakni salah satu aspek kenegaraan yang
membantu tugas-tugas kepala nagara (khalifah).

Wazir menurut pemerintahan islam dibagi menjadi dua,
yaitu wazir tanfiz dan wazir tafwidh. Wazir tafwid menangani
urusan pemerintahansecara umum sedangkan wazir tafwid
mengurusi  urusan administratif terkait pemerintahan.
Menurut pemerintahan islam kriteria menjadi calon wazir
juga sangat penting, yaitu : Muslim, pria, berakal sehat,
merdeka, baligh/dewasa, jujur, adil, pandai menjaga amanah
dan professional, berilmu atau berwawasan luas, dan mampu.

Wazir diangkat dan dipilih oleh Khalifah (Imamah)
berdasarkan syarat yang telah diatur dengan syara’. Khalifah
adalah seseorang yang memegang kekuasaan tunggal dalam
pemerintahan yang memiliki ketentuan pengangkatan atau
pemberhentian  wazir. Jika ada tenggang  waktu
kepemimpinan Amir Mi’'agaty (pejabat sementara) sebelum
khalifah yang baru dipilih, “dan. jabatan wazir juga
dimandatkan ke wazir baru. Namun, jika khalifah yang
terpilih memberikan mandat tersebut, maka jabatan tersebut
bisa dilanjutkan’®

Al-Mawardi menjelaskan arti Wuzarah dari segala
bahasa, yaitu : Pertama, Wuzarah diambil dari kata Al-Wuzu,
yang artinya beban, karena wazir memikul beban kepala
Negara. Kedua, diambil dari kata Al-Wuzar, yang artinya
tempat kembali atau lari, karena Negara selalu kembali
kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan Wazirnya.
Ketiga, diambil dari kata Al-Azru, yang artinya punggung,

& Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik
Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 169.
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karena kepala Negara dikuatkan, didukung oleh wazirnya,
sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggungnya.®

Lembaga Al-Wazirat (Kementerian) dipimpin oleh
seorang wazir, seperti menteri zaman sekarang. Wazir
membawahi  kepala-kepala departemen. Wazir adalah
pembantu dan penasehat utama Khalifah; mewakilinya dalam
melaksanakan pemerintahan, mengangkat para pejabat negara
atas perseyujuan khalifah. Lembaga lain adalah Al-Nizham
Al-Mazhalim yaitu lembagayang bertugas memberi
penerangan dan binaan hukum, menegakkan ketertiban
hukum baik dilingkungan pemerintahan maupun lingkungan
masyarakat, dan memutuskan perkara. ™

Ada dua macam Wazir, yaitu : Wazir Tafwid dan Wazir
Tanfiz. Adapun perbedaan dari kedua Wazir tersebut adalah :

1. Wazir Tafwid boleh ikut campur dalam peradilan,
Wazir Tafwid tidak boleh

2. Wazir Tafwid boleh mengangkat Gubernur..dan
pejabat-pejabat ['tinggi® negara Wazir Tafwid  tidak
boleh

3. "Wazir Tafwid dapat menjadi panglima tertinggi
dalamesmengumumkan peranggWazir Tafwid tidak
memiliki kekuasaan seperti itu

4. Wazir Tafwid mempunyai wewenang untuk
menguasai harta negara dan mengeluarkan baitul mal
Wazir Tafwid tidak memiliki wewenang seperti itu.™*

° A. Djazuli, Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam
Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 78.

103, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 174.

A Djazuli, Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat
Dalam Rambu-Rambu Syariabh,...... 78.



Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Taha Ayat 29-
32:
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“Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu
(Wazir) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku,
teguhkanlah  dengan  Dia  kekuatanku, dan
jadikankanlah Dia sekutu dalam wrusanku”. (Q.S.
Téha [20]: 29-32)

Dalam Tafsir Al-Mishbah kata Wazir diambil dari kata
Wazr yang berarti beban yang berat. Karena itu dosa dinamai
Wizr, dan menteri yang membantu kepala negara dinamai
Wazir karena dia memikul beban yang berat. Tugas ini harus
pula diemban oleh umatnya sekuat kemampuan masing-
masing, tanpa menjadikan setiap mukmin seorang Nabi
utusan Allah."

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan bahwa : untuk
menyelenggarakan bidang pemerintah desa berada dibawah
pemerintahan menteri dalam negeri.*®

2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan
Keserasian Al-Qur’an, Jilid 8, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 295.

13 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 67
Tahun 2017, 7.
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Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem
pemerintahan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah Desa
harus mampu menjalankan tugas pemerintahan dalam
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan dan  dapat
melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan
oleh pemerintahan daerah karena pemerintahan Desa adalah
perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Selain itu,
aparatur pemerintahan Desa merupakan alat pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan paling terendah.
Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa
(BPD). Pemerintahan Desa itu sendiri terdiri dari Kepala
Desa dan perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan
yang dinamis, sebab perangkat Desa diangkat oleh perangkat
Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan
umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 ;Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Pengangkatan  dans,pemberhentians'perangkat Desa harus
melalui mekanisme™ yang tertuang dalam Peraturan
Perundang-Undangan terkait. Kepala Desa tidak dapat
mengangkat perangkat Desa tanpa konsultasi dan
rekomendasi tertulis dari Camat.™*

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan
pemerintah desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah
mempunyai tugas pokok yaitu :

% Moch Solekhan, MAP. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Berbasis Partisipasi Masyarakat (Malang: Setara Pers, 2014), 16.



1. Melaksanakan wurusan rumah tangga Desa, urusan
pemerintahan umum, membangun dan membina
masyarakat.

2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah
desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam
kehidupan masyarakat.™

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa pada Pasal 7.

Adapun mekanisme pemberhentian perangkat desa yaitu
perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, atas
permintaan sendiri dan perangkat desa di berhentikan
dimaksud pada ayat 1 huruf c karena, (a) usia genap..60
tahun (b) dinyatakan sebagai terpidana (c) berhalangan tetap
(d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat.desa
(e) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*®

Desa Tamams.Jaya Kecamatan..Ketabumi Selatan
merupakan salah satu’ Desa yang terletak di Kabupaten
Lampung Utara Provinsi Lampung, di Desa tersebut terjadi
sebuah permasalahan dalam struktur pemerintahan Desa,
dimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa yang telah di revisi ke
Peraturan Menteri Dalam Negri No 67 tahun 2017 tentang

5 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan, (Bandung:
Pustaka Setia, 2017), 111.

16 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 67
Tahun 2017, pasal 5, 5-6.
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Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang
mana perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga
Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Yang di maksud dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri
tersebut agar Kepala Desa dapat mengangkat aparatur Desa
yang memang benar berdomisili di Desa Taman Jaya
Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara, yang
memang memenuhi syarat yang cukup sehingga dapat
diangakat menjadi aparatur Desa Taman Jaya Kecamatan
Kotabumi  Selatan Lampung Utara. Namun pada
pelaksanaannya masih saja ada nepotisme yang belum bisa
dihilangkan dan tidak dibolehkannya seorang aparat Desa
yang belum berumah tangga. Pendapat ini disampaikan oleh
tokoh adat dan tokoh masyarakat kepada Kepala Desa yang
menjabat di Desa tersebut, sehingga tidak sesuai dengan
peraturan pemerintah dalam menjalanjan atau melaksanakan
tugasnya dalam penganggakatan aparatur Desa di Desa
Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara,
yang mana ada salah. satu perangkat Desa yang diangkat
menjadi Perangkat Desa di Desa Taman jaya Ketamatan
Kotabumi selatan- Lampung Utara yang memang bukan
warga Desa tersebut, melainkanwarga ‘Desa lain bahkan
berbeda Kecamatan“dengan Desa Taman Jaya Kecamatan
Kotabumi Selatan Lampung Utara Provinsi Lampung.*’

Dengan melakukan penelitian ini yang tujuannya adalah
untuk mengetahui sejauhmana peran negara dalam
merealisasikan Peraturan Menteri Dalam Negri Republik
Indonesia No 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Desa di Desa Taman Jaya

7" http://peta-jalan.com/kelurahan-desa-taman-jaya-kotabumi-selatan-
kab-lampung-utara/Diakses pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 jam
21.25 WIB.


http://peta-jalan.com/kelurahan-desa-taman-jaya-kotabumi-selatan-kab-lampung-utara/Diakses
http://peta-jalan.com/kelurahan-desa-taman-jaya-kotabumi-selatan-kab-lampung-utara/Diakses
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Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Penelitian
yang dilakukan penulis termasuk dalam penelitian lapangan
(field research) dengan metode penelitian deskriptif dan
analisis kualitatif yang mana terjun langsung kelapangan
mencatat, menganalisis, wawancara dan  memberi
kesimpulan dari proses yang di laksanakan tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti
bagaimana proses dan prosedur dari pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Desa Melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas,
maka penulis tertarik untuk menyusun Proposal dengan judul
“Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa
Taman,Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara)”.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai Analisis
Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Merealisasikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa Studi Kasus di Desa
Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara, terdapat beberapa masalah yang dapat
diidentifikasikan yakni :
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1. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa yang Tidak Sesuai
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 67 Tahun 2017.

2. Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Tidak
Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Agar penelitian ini tidak terdapat kesalah fahaman, maka
penulis fokus terkait banyak permasalahan yang muncul,
maka penulis membatasi antara lain:

1. Peran  Negara Terhadap  Pengangkatan  dan
Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.
67 Tahun 2017, di Desa Taman Jaya Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Analisis Hukum' Islam terhadap Peran Negara Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang
tidak..sesuai- dengan Peraturan Menteri..Dalam Negeri
Republik.ndonesia No. 67 Tahun.2017, di Desa Taman
Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No 67 tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan
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Pemberhentian Perangkat Desa, di Desa Taman Jaya
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara ?

Bagaimana  Analisis  Hukum  Islam  Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di
Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan
Lampung Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas,

diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan
dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang
ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui  Proses Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun
2017.

Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa Taman Jaya Kecamatan. Kotabumi Selatan
Kabupaten.Zampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

secara teoritis maupun secara praktis, Yyaitu untuk
memperkaya khasanah keilmuan tentang pemerintahan,
khususnya pemerintahan dilingkup Desa.

Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan
suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri
terhadap Proses dan Prosedur Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Taman Jaya
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil Skripsi sebelumnya
sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. Judul : Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia. Disusun oleh Fitri
Rahmawati/NIM. 130710101138 Fakultas Hukum.
Universitas Jember tahun 2017.

Penelitian ini menngunakan tipe penelitian yuridis
noematif dengan.pendekatan Perundang-undangan dan
pendekatan konseptual dengan rumusan masalah sebagai
berikut; Pertama, Bagaimana kewenangan camat dalam
pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-
UndangaNemor 6 tahun 2014.tentang desa. Kedua,
Apakah kewenangan camat dalam pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa telah sesuai berdasarkan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian
terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan
terletak pada objek kajian dan bahan hukum yang
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dipakai yaitu penelitian ini tidak menggunakan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.'8

2. Judul : Wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan dan
memberhentikan perangkat Desa. Disusun oleh Sandi
Sainur Rahman/NIM. 160710101144. Fakultas Hukum
Universitas Jember tahun 2020.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe
penelitian Yuridis Normatif (Legal Researsech), dalam
artian bahwa didalam penulisan skripsi ini penulis
memfokuskan pada kaidah-kaidah atau norma-norma
hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah, sebagai
berikut; Pertama, bagaimana prosedur didalam
mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa 2.
Kedua, apa saja pertimbangan yang dilakukan oleh
Kepala Desa didalam mengangkat dan memberhentikan
perangkat Desa?.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini
dengan penelitian /yang fakan dilakukan oleh penulis
adalah penelitian~“terdahulu “ memfokuskan pada
wewenang Kepala Desa dan memiliki perbedaan pada
tujuan yang ingin dicapai.'®

3. Judul : Implementasi Kebijakan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam
Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Disusun
oleh : Fitry Handayani BR Lubis/NPM. 1403100103,

'8 Fitri Rahmawati, “Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Jember tahun, 2017), ii.

Sandi Sainur Rahman, “Wewenang Kepala Desa Dalam
Pengangkatan dan Memberhentikan Perangkat Desa”(Skripsi, Universitas
Jember, 2020), ii.
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Program Studi llmu Administrasi Negara Fakultas IImu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Tahun 2018.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
deskriftif dengan analisi kualitatif. Jenis penelitiannya
yaitu penelitian lapangan (Field Riset). Rumusan
Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan
Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang
akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu hanya
menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2017 sedangkan penulis akan _menggunakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
dan menganalisinya gg menggunakan hukum: islam,
sehingga tujuan'yang ingin:dicapai dalam penelitian pun
berbeda.?’

4. Judul : Pandangan. Hukum-Islam-Terhadap Demokrasi
Pemilihan Kepala;Desa. Jurnal int disusun oleh : Fathul
Mu’in, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Tahun 2019.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
adalah keduanya sama saja membahas tentang pemilihan
seorang pemimpin atau wakil rakyat di desa baik secara
Negara demokrasi maupun menurut pandahan Islam

20 Fitry Handayani BR Lubis, “Implementasi Kebijakan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di
Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan” (Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), ii.
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dengan baik dan benar sesai dengan peraturan yang di
buat.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah, penelitia
terdahulu menulis atau meneliti tentang pandangan
hukum Islam terhadap demokrasi pemilihan kepala desa,
sedangkan penelitian ini  membahas mengenai
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.?

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam mencapai tujuan ini
maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field
Research), yaitu mengadakan penelitian dengan cara
wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.
Menurut KartinivKarteno,“metode penelitian /dapat
diartikan sebagaix “‘Cara-cara berfikir dan berbuat
yang dipersiapkan  dengan baik-baik . untuk
mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan
penelitian.?2

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat
dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu
ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara
yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang
berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan
untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

2l Fathul Mu’in, “Pandangan Hukum lIslam Terhadap Demokrasi
Pemilihan Kepala Desa” Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung.
Jurnal pengembangan Masyarakat Islam 12 (2) (2019), 231-247.

22 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung:
Mandar Maju, 2006), Cet. Ke-7, 20.
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Dalam penelitian ini  penulis  menggunakan
pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang
diteliti.”

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga
menggunakan penelitian  kepustakaan (Library
research) sebagai pendukung dalam melakukan
penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur
yang ada diperpustakaan yang relevan dengan
masalah yang diangkat untuk diteliti.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif analisis yaitu
penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan
informasi mengenai status suatu gejala pada saat
penelitian.** Sifat penelitian yang digunakan adalah
deskriftif analisis yaitu yaitu suatu metode penelitian
dengan mengumpulkan data-data yang disusun,«di
jelaskan, di |presentasikan dan kemudian di
simpulkan serta mendeskripsikannya.?®

2. Data dansSumber Data

Adapun sumber“data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

a.

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang
diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara

2% Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 22.
* Suharsimi Ari Kunto, Management Penelitian, (Jakarta: PT.
Reineka Cipta, cet.2, 1993),309.
2% zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafika, cet.3,

2011),105.



dan informan yang dianggap tepat untuk di ambil
datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam
hal ini adalah orang-orang yang duduk dalam jabatan
struktur di Desa Taman Jaya, Kecamatan Kotabumi
Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan sumber
pendukung lain yang menunjang hasil penelitian ini.
Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun
2017atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah
segala data yang tidak berasal dari sumber data primer
yang dapat memberikan dan melengkapi serta
mendukung - informasi  terkait — dengan obyek
penelitian.?® Data sekunder adalah data yang diperoleh
dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder
umumnya berupa dokumengbuku, skripsi, makalah,

artikel, internet,“jurnal,serta “pendapat para sarjana
yang menunjang penyelesaian penelitian ini#Adapun
teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca,
merangkum, “menjabarkan serta menulis hal-hal yang
berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian
Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan

% |pid, 42.
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yang ada dalam wilayah penelitian.”’  Sedangkan
menurut Mauludi populasi adalah himpunan sebuah
individu atau objek yang menjadi sebuah bahan
pembicaraan atau bahan penelitian.”® Dalam
Penelitian ini populasi sebanyak 10 orang yang terdiri
dari perangkat Desa 4 orang, tokoh agama 1 orang,
tokoh adat 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang dan
tokoh pemuda 1 orang.

. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang
diambil menjadi sampel haruslah representative atau
dapat mewakili populasi.”® Sampel dalam penelitian
ini mengambil semua populasi yaitu berjumlah 10
orang. karena populasi tidak mencapai 100 orang,
oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian
populasi.

4., Metode Pengumpulan Data

Teknik-pengumpulan data merupakan-kemponen yang

mempengaruhis.kualitas data hasilsspenelitian.

pengumpulan data“berkenaan “dengan ketepatan cara-cara
yang digunakan untuk mengumpulkan data.®* Adapun
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

2" guharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan

Praktik, edisi Revisi V,(Jakarta: Reanika Cipta, 2002), cet, 12, 108.
28 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial,... 129.

2% Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007),

62.
% 1pid, 137.
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a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan
cara cermat dan sistematik. Dengan demikian
observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat
melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta
mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

. Wawancara

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan
untuk memperoleh keterangan secara lisan guna
mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat
dilakukan  secara  terstruktur  maupun tidak
terstruktur,dan dapat dilakukan melalui tatap muka
(face to face). Tipe wawancara yang digunakan
adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan
daftar pertanyaany, yangs mana dimksud untuk
mendapatkan data'yang akurat'dan tidak menyimpang
dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap ‘bahan tulisan atau film,
dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya
permintaan dari seorang penyidik. Dokumentasi
merupakan salah satu memperoleh data dengan cara
pencacatan hasil wawancara, foto-foto yang
diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh
narasumber.*

5L

® Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, ...

%2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,

(Bandung: Alfabeta, 2014), 240.
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5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh
data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau
rumusan-rumusan tertentu.

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan  Data  adalah  pengecekan  atau
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena
kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu
tidak logis dan meragukan, tujuan editing adalah untuk
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat
pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi,
sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan
dikoreksi.

b. Penyusunan atau Sistematika Data (Constructing and
Sistemazing)

Penyusunan  atau  Sistematika  Data  adalah
pengelompokan._secara sistematis data yang-sudah
diedit dan diberi' tanda menurut Kklasifikasi data dan
urutan masalah.”

6. Analisis'Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah
selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar
dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis
menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat
dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang
kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang
umum konkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang
mempunyai sifat khusus.

% Muhammad Abdul, Metode Penelitan Hukum dan Cara
Pendekatan Masalah, (Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2002), 12.
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Metode analisis yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif
adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran
tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Kerangka Teoritik

Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD
1945 pra amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara
hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas
dinyatakan, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan
hukumdan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan
belaka”.

Undang-undang No. 5 Tahun 1979 membawa beberapa hal
yang baru, sehingga telah menyebabkan terjadinnya beberapa
perubahan yang prinsipil dalam  menyelenggarakan
pemerintah Desa di Indonesia.

Memerhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia,
Ismail Suny-mencatat empat syarat negara -hukum secara
formal yang menjadi.kewajiban kita untukemelaksanakannya
dalam Republik Indonesia: (1) 'hak asasi manusia, (2)
pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-
undang dan (4) peradilan administrasi.

Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum
tersebut ada dua substansi dasar, yaitu : (1) Adanya paham
konstitusi, dan Sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.
Paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintah
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berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi), tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (absolutisme).*

Sedangkan hakikat demokrasi (kedaulatan rakyat)
sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta
pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan
kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan
negara maupun pemerintahan. Adapun kekuasaan di tangan
rakyat mengandung tiga pengertian, yaitu: pemerintahan dari
rakyat (government ofthe people), pemerintahan oleh rakyat
(government by people),dan pemerintahan untuk rakyat
(government for people).®

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan
pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun
dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya
pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan
tanpa dasar kewenangan. Negara Republik Indonesia sebagai
negara kesatuan menganut sasas desentralisasi dalam
penyelenggaraan  /pemerintahan. di  daerah, dengan
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah
untuk menerapkan peraturan dalam pengangkatan dan
pemberhentian-perangkat desa.®.Didalan"Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

% Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), 63.

% Ibid, 69.

% Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia,
(Yogyakarta: PolGov UGM, 2013), 114-115.






BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian terkait tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa
Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara adalah sebagai berikut :

1.

Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa, di Desa Taman
Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara belum efektif karena didalam pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Desa masih mengedepankan
kepentingan pribadi dan ajang balas budi. Kepala Desa
belum menjalankan sepenuhnya peraturan yang telah di
buat pemerintah. Adapun-kendala yang dihadapi dalam
mengimplementastkan™ kebijakan yaitu  kurangnya
pemahaman Perangkat Desa dan kurangnya-transparansi
kepala Desa dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.

Analisis hukum Islam tentang pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Desa di Desa Taman Jaya
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai-
nilai dalam ajaran Islam. Masih nampak ketidak adilan
ditengah masyarakatnya yaitu masih terjadi nepotisme
dengan tidak memilih perangkat Desa

75
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Berdasarkan kemampuan dan tidak bersifat jujur serta
transparan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian
perangkat Desa.

B. Saran

1. Kepada pemerintah ditingkat kabupaten maupun
kecamatan agar dapat berperan aktif dalam melaksanakan
ketentuan atau peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2017.

2. Kepada pemerintah yang ada ditingkat Desa, khususnya
di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan untuk
dapat mempelajari serta memahami terkait peraturan yang
ada. Dengan memahami dan menerapkan peraturan
tersebut, =~ maka  tingkat profesionalisme  dalam
menjalankan roda pemerintahan akan berjalan dengan
baik dan benar.
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